BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab hasil penelitian dan

pembahasan , kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai beriku:

1. Pelaksanaan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida oleh
Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida dilakukan berdasarkan prosedur
Undang-Undang 12 Nomor tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
bahwa pemerintah mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk dan pestisida.
Pengawasan mulai dari legalitas, penebusan, dan penyaluran (kuota, harga, dan
RDKK) pupuk bersubsidi dan pengawasan terhadap kualitas (proses izin
pendaftarannya) dan kuantitas produk pestisida (wadah/label dan secara
kimia/laboratorium kadar bahan aktif), namun pengawasan yang dilakukan
oleh KPPP kurang maksimal. Pengawasan oleh KPPP dilakukan merupakan
pengawasan fungsional yang yang merupakan pengawasan represif dimana
pengawasan yang dilakukan oleh KPPP Kabupaten Lampung Timur ini bersifat
legalitas (Rechtmatigheid), ekstern, dan pengawasan juga dilakukan secara
langsung dan tidak langsung. Serta penerapan sanksi bagi pelanggaran
penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisda meliputi sanksi administratif dan
sanksi pidana.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran pupuk
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bersubsidi dan pestisida oleh KPPP Kabupaten Lampung Timur antara lain
kurang komunikasi yang efektif antara personalia KPPP, kurangnya anggaran
untuk melakukan pengawasan, tidak adanya fasilitas/kendaraan roda 4 (empat),

dan kurangnya ketegasan KPPP dalam menangani permasalahan di lapangan.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan dan dijadikan bahan pertimbangan

sehubungan dengan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida oleh

komisi pengawas pupuk dan pestisida Kabupaten Lampung Timur, diantaranya :

1.

Sebaiknya Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) meningkatkan
kinerja dalam melakukan pengawasan agar tidak banyak pupuk palsu, atau
pergantian karung pupuk bersubsidi. Peningkatan kinerja dalam melakukan
pengawasan terhadap pupuk bersubsidi dan pestisida terkait fungsi KPPP
dalam melakukan pembinaan/sosialisasi terhadap kelompok tani untuk
memberi pengetahuan mengenai karakteristik pupuk bersubsidi yang baik
kandungannya dan terdaftar di kementrian pertanian, sehingga petani bisa
membedakan pupuk ilegal dan pupuk yang memiliki izin beredar sesuai
dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992

tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran
pupuk bersubsidi dan pestisida menghambat kinerja Komisi Pengawas Pupuk
dan Pestisida dalam melakukan pengawasan, sebaiknya pemerintah
memberikan anggaran dan pemberian fasilitas khusus kepada Tim pengawas

Pupuk dan Pestisida agar dapat mengoptimalkan kinerjanya, dan ketua KPPP
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harusnya pejabat yang bisa memfokuskan tupoksinya pada pengawasan atau
lebih terkoordinirnya antara ketua dan anggota dalam melakukan pengawasan
di lapangan, serta diberikan kantor khusus bagi personalia KPPP sebagai
kantor kedudukan KPPP agar lebih mudahnya distributor/pengecer/kelompok
tani/masyarakat untuk melaporkan keadaan di lapangan terhadap pelanggaran
pupuk bersubsidi dan pestisida yang beredar di wilayah Kabupaten Lampung

Timur.



